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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
1
 

Bank islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga 

keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor rill melalui 

aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip 

syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang 

bersifat makro maupun mikro. 

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem 

zakat, bebas dari Bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang 

nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas 

dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), 

dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara nilai-nilai mikro yang 
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harus dimiliki oleh pelaku perbankan adalah sifat-sifat mulia yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan 

Fathonah.
2
 

Terkait dengan asas operasionalnya bank syariah, berdasarakan pasal 2 

UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi 

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank 

syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
3
 

Bank  syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan 

pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Fungsi bank syariah yang 

pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank 

syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan 

menggunakan akad al- wadiah dan dalam bentuk investasi dengan 

mengunakan akad al-mudharabah. Dengan menyimpan uangnya di bank , 

nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang di 

investasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah 

serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah.  
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Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada yang 

membutuhkan (user of found). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan 

dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan 

yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting 

bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang 

disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana 

ini tergantung pada akadnya. 

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan 

jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang 

dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), 

pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, 

garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.
4
 

Bicara tentang fungsi produk bank syariah, fungsi kedua bank syariah 

yaitu menyalurkan dana kepada yang membutuhkan (user of found) dalam 

bentuk pembiayaan.
5
 Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 

butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil 

dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam 

bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, 

transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’, 
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transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qard , dan transaksi sewa-

menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.
6
 

Bank Syariah Bukopin dalam menyalurkan pembiayaan merupakan 

salah satu usaha pokok bank. Untuk itu, maka bank mengharapkan agar 

pembiayaan yang disalurkan memiliki kualitas yang baik. Namun demikian, 

kondisi internal dan eksternal dapat mempengaruhi atas kualitas 

pembiayaan/pinjaman yang disalurkan baik karena adanya perubahan siklus 

bisnis,  perubahan kebijakan pemerintah dan/atau adanya human eror yang 

disebabkan lemahnya analisis dari petugas bank, sehingga menyebabkan 

kualitas pembiayaan memburuk (problem financing/bad debt).
7
 

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor 

intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam 

perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor 

manejerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang 

disebabkan oleh faktor manejerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 

kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan 

biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 

berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan 
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faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen 

perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi 

perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-

lain.
8
 

Dalam meyalurkan pembiayaan, Bank Syariah Bukopin melakukan 

proses  yang panjang dan cermat agar terhindar dari risiko-risiko atau 

permasalahan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Masalah dalam 

pembiayaan tidak selalu muncul akibat kelalaian dari pihak bank atau nasabah, 

terkadang keadaan memaksa (Overmacht) juga menyebabkan pembiayaan 

bermasalah, dan menimbulkan kerugian tidak sedikit bagi pihak bank dan 

nasabah.
9
  

Keadaan diluar kehendak manusia atau keadaan memaksa (force 

majeure/overmacht) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan para pihak 

tidak dapat berprestasi. Dalam praktik pembiayaan, permasalahan yang sering 

muncul adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah 

longsor, angin puting beliung, kebakaran, pemogokan, huru-hara, peledakan 

dan sabotase.
10

 

Pembiayaan yang paling diminati di bank syariah bukopin cabang 

Bukittinggi adalah pembiayaan Murabahah, untuk itu masalah-masalah yang 

                                                           
8
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), h. 66 
9
Defrianta Sukirman, Account Officer RPP, Wawancara Langsung, 14 April 2017 

10
Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), h. 149 



6 
 

ditimbulkan dalam pembiayaan murabahah juga beragam diantaranya 

pembiayaan murabahah bermasalah akibat overmacht.
11

 

Dalam menangani kualitas pembiayaan yang memburuk (pembiayaan 

bermasalah), maka bank melakukan langkah-langkah awal untuk upaya 

penyelamatan yaitu dengan melakukan pola restrukturisasi pembiayaan 

dimana terms and conditions baru harus terlebih dahulu disepakati kedua 

belah pihak.
12

 

Dari latar  belakang diatas penulis tertarik membahas lebih lanjut 

tentang “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank 

Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi” 

B. Rumusan dan batasan masalah 

1. Rumusan masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka 

dapat dikemukan perumusan masalah yaitu bagaimana upaya penanganan 

pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Cabang 

Bukittinggi? 

2. Batasan masalah 

Agar lebih terarahnya penelitian ini penulis akan membatasi 

masalah yang akan diteliti yaitu Upaya penanganan pembiayaan 

Murabahah bermasalah disebabkan overmacht pihak nasabah pada Bank 

Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.    
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat  umum dan para akademisi untuk lebih 

mengenal penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah 

Bukopin. Lebih khusus lagi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin 

Cabang Bukittinggi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk masukan 

penelitian berikutnya mengenai penelitian yang membahas tentang 

penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin. 

1. Bagi penulis 

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai penanganan 

pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Cabang 

Bukittinggi. 

2. Akademisi 

Dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk masukan penelitian 

berikutnya mengenai penelitian yang membahas penanganan pembiayaan 

murabahah bermasalah pada bank syariah. 

3. Praktisi 

Sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah 

Bukopin Cabang Bukittinggi sebagai bahan untuk evaluasi dalam 

menangani pembiayaan murabahah bermasalah. 
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E. Penjelasan Judul 

Penanganan   : Proses, cara, perbuatan menangani atau penggarapan
13

 

Pembiayaan 

murabahah 

: Penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain 

dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk 

mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari 

barang dan margin keuntungan yang dimasukkan 

kedalam harga jual barang tersebut.
14

 

Pembiayaan 

bermasalah 

: Pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan 

kurang lancar, diragukan, dan macet.
15

 

Bank Syariah 

Bukopin 

: Lembaga keuangan syariah yang kegiatannya 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk 

pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.  

Penjelasan judul secara keseluruhan adalah suatu usaha atau proses 

untuk menemukan jalan keluar yang dilakukan dalam penanagan pembiayaan 

murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. 
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F. Sumber Data 

1. Data primer  

Yaitu data yang diperoleh melalui observasi wawancara dengan 

pimpinan, staff karyawan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, 

dokumen-dokumen, brosur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

pembahasan. 

G. Metode penelitian 

Dalam memecahkan masalah penelitian ini penulis mengemukakan 

beberapa metode diantaranya: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Dalam mendapatkan data yang akurat, maka penulis melakukan 

observasi langsung dan wawancara kepada pihak Bank Syariah Bukopin 

Cabang Bukittinggi. Namun untuk menentukan kerangka teoritisnya 

diperlukan juga data dari studi kepustakaan (library research). 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dalam pembuatan laporan ini adalah di Bank Syariah 

Bukopin Cabang Bukittinggi. 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam penyusuanan Tugas Akhir ini, penulis mengemukakan beberapa 

teknik pengumpulan data, yaitu: 
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a. Wawancara 

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab sepihak. Teknik ini dilaksanakan dengan mengadakan 

komunikasi langsung kepada subjek penyelidikan. Penulis 

mengadakan tanya jawab dengan pihak staff Account Officer RPP 

selaku bidang penyelasaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah 

Bukopin Cabang Bukittinggi. 

b. Studi dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data berupa dokumen tentang penanganan 

pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin 

Cabang Bukittinggi yang diambil dari dokumen-dokumen materi 

penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mengarahkan pembuatan Tugas Akhir ini, maka sistematika 

penulisannya disusun sebagai berikut: 

BAB  I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II : Landasan teori, yang menjelaskan secara teori dari 

permasalahan yang diangkat seperti: Pengertian pembiayaan, 

pengertian pembiayaan murabahah, pengertian pembiayaan 

bermasalah, penggolongan kolektabilitas pembiayaan, 

penyebab pembiayaan bermasalah, pemnyebab pembiayaan 



11 
 

murabahah bermasalah disebabkan overmacht pihak nasabah, 

upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah 

disebabkan overmacht pihak nasabah.  

BAB III : Gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya Bank 

Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, visi dan misi Bank 

Syariah Bukopin cabang Bukittinggi, struktur organisasi Bank 

Syariah Bukopin cabang Bukittinggi,  produk-produk dan jasa  

Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi. 

BAB IV : Berisi tentang penanganan pembiayaan murabahah 

bermasalah pada Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi 

yang terdiri dari prosedur pemberian pembiayaan murabahah, 

faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor 

penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan overmacht, dan 

upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan 

murabahah bermasalah disebabkan overmacht pihak nasabah 

yang dilakukan Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi.  

BAB V : Bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran 

penulis. 

 


